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Kopaja,dan Kopami

Percontohan Rupiah per Kilometer

JAKARTA -PemprovDKI Jakar-
ta menargetkan, angkutan per-
batasan terintegrasi bus Trans-
jakarta (APTB), Kopaja, dan Ko-
pami tahun ini berada dibawah
pengelolaan PT Transportasi Ja-
karta. Angkutan umum tersebut
akan menggunakan tarif rupiah
perkilometeruntukmenguraike-
padatanaruslalulintas.

Gubernur DKI Jakarta
BasukiTjahaja Purnama(Ahok)
mengatakan, saatini pihaknya
tengah mempersiapkan lelang
tarifrupiahperkilometeruntuk
APTB. Tarif angkutan umum
luar kota berbeda dengan tarif
di dalam kota. "Kalau dariluar
kota, kan lebih longgar penum-
pangnya, tentu harganya harus
beda. Rupiah per kilometernya
harus lebih murah kalau di da-
lamkotasebetulnya,”kataAhok
diBalaiKotakemarin.

Ahokmenyatakan, penerap-
an sistem rupiah per kilometer
dapatmenguraikepadatanarus
lalulintas. Targetnya, tahun ini
sistem rupiah per kilometer su-
dah dapat diterapkan di APTB,
Kopaja,dan Kopami.

Adapun, tahundepansemua
angkutanumum diIbuKotasu-
dah berada di bawah PT Trans-
portasi Jakarta dan dibayar de-
ngan sistem rupiah per kilome-
ter. "Pengennya begitu, nggak
keburukayaknya tahurini. Beli
busnya saja untuk produksi

Sub Bagian Humas

" Universitas

nggak secepat itu. Kita harap
2016bisa, palingenggakberapa
persendulu,’ ujarnya.

Ketua Organisasi Angkutan
Darat (Organda) DKI Jakarta
Shafruhan Sinungan mendu-
kunglangkah Pemprov DKIun-
tuk terus berupaya meningkat-
kan pelayanan transportasi
massal, baik itu dengan sistem
rupiah per kilometer ataupun
perubahan trayek.

Organda tidak memperma-
salahkan berapa pun tarif yang
dilelang untuk rupiah per kilo-
meter. Terpenting,jangan sam-
pai membuat pengusaha ang-
kutan terbebani. "Pilihan Pak
Ahok itu bukti konsisten me-
wujudkan pelayanan angkutan
umum dengan sistem rupiah
per kilometer. Sayangnya, ba-
wahannya ini (Dishub) yang
memperlambatnya,” ujarnya.

Shafruhan memastikan,
150 Kopaja sudah disiapkan
sejakakhirtahunlaludansudah
sesuai spesifikasi yang diminta
PT TransportasiJakarta.

Pengamat Transportasi dari
Gadjah Mada
Danang Parikesit berharap,
Pemprov DKI Jakarta mem-
persiapkan faktor pendukung
sebelum melaksanakan sistem
rupiah per kilometer. Pertama,
Pemprov DKI Jakarta harus
memperkuat manajemen PT
Transportasi Jakarta. Hal ini

karena kontrak kerja sama an-
tara operator dengan pemerin-
tahharus diwakili PT Transpor-
tasi Jakarta. Apabila ada wan-
prestasi, PTTransportasiJakar-
taharusbisamenyelesaikannya
secaraperdata. Sementaraka-
lau kontraknya dengan peme-
rintah langsung, dipastikan su-
lituntuk menyelesaikannya.

Kedua , standar pelayanan
maksimum (SPM) angkutan
umum harus dipersiapkan lan-
taran saat ini operasionalnya
belum tepat dan harus diatur
ulang. Ketiga, Pemprov DKI Ja-
karta harus mengambil semua
trayek angkutanumum.

Terakhir, Pemprov DKI Ja-
karta harus mengikuti Kemen-
terian Perhubungan yang
mengatur integrasi transpor-
tasiantarabus, rel, dan sebagai-
nya. Rencananya, peraturan
presidenyangmengaturhal ter-
sebut akan dikeluarkan bulan
depan. "Terpenting, Pemprov
DKI harus sudah memperhi-
tungkan risiko pendapatannya
yang dialihkan untuk sistem
tersebut. Apabila semua ang-
kutanumumditerapkansistem
tersebut, diperkirakan meng-
habiskananggaransekitar Rp5-
8 triliun. Kalau semua sudah
siap, saya optimistis 2016 su-
dah bisa jalan, minimal pilot
project-nya,” tegasnya.
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